PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ‘e TAHUN 2021 |
TENTANG |
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG =
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA.
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI
ENTIKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan . Gubemur Nomar 7’2'_'.5'@_"
Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan Susunaﬁ 1
Organisasi, Tugas dan Fungsi, seita -’l‘ata Kezja Umt’
Pelaksana Teknis Latihan Kerja Industu Entzk_ong e
Provinsi Kalimnantan Barat; . ST

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efekt}vztas-" N e
pelaksanaan Latihan Kerja Industri Entakong Provms;f
Kalimantan Barat dipandang perlu melal»;ukan evaluasi - :
terhadap Unit Pelaksana Teknis Lauhan Kerja 1ndustm:f"_'ﬁ
Entikong Provinsi Kalimantan Barat; ' o

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan - sebagazmanaf-
dimaksud dalam huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis
Latihan Kerja Industri Enﬁkong vamsa Kahmaﬁian P W "
Barat yang telah dibentuk berdasarkan Peramlan' ST
Gubernur Nomor 72 Tahun 2017, peﬂu chcabut P R

d. bahwa  berdasarkan pertlmbaﬂgan . sebagmmana;_:”_-.; S
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hmui{ o, perlu -
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peﬂcabutan:_ S
Peraturan Gubernur Nomor 72 Taimn 201'7 tentang_l
Pembentukan, Susunan Orgamsa&, Tug&s dan }fungs‘si-i_ij_
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis: Lat1h&m Kerja'-:f_;_'i_- e
Industri Entikong Provinsi Kahmaman Bai at: &
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 13 T‘ahun _-;‘200-3 -ten‘ta”ng_

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia - -
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apafaﬁir
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik * Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, 'I‘ambahan Lembaraﬂ Neﬂalaf By

Republik Indonesia Nomor 5494)

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan =
Lembaran Negara Republik Iﬁdonesm Nomor 5587) RS R
sebagaimana telah diubzh beberapa kali dan terakhir = -
dengan Undang-Undang Nomor 11 'I‘ahun 2020 tentang' oy
Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembalan Negala.._:
Republik Indonesia Nomor 6573); - L .

Peraturan Pemerintah Nomor 18. ’I‘ahun 5»3016 tentang

Perangkat Daerah {(Lembaran Negala Repu_bhk*'

Indonesia Tahun 2016 Nomor . ]14 Tm}jahan
Lembaran Negara Republik : Indonesia _Nomar" 5887) (R
sebagaimana  telah  diubah dei‘ig&ﬁ_ Peraturan |
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentaﬂg Pembahan"_-_:
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 ‘Tahun - 2016

tentang Perangkat Daerdh (Lembazan Nega:ta Repubhk :
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan-_ |
Lembaran Negara Republik Indonesaa Nemm 6402) '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 201? - . g
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasa.fzkam Labang__'f S
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berﬁa Negara © 1

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomm 451)
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8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)

sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor " 8 _'
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =

Barat Nomor 5);

9, Peraturan Gubernur Nomor 103 Ta];iun 20'1"6 teiifaaav '

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tug,as dan Fungsz S
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transnglasz o :
Provinsi Kalimantan Barat (Berita -Daerah. Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 103) sebagatmana B
telah diubah beberapakali dan  terakhir dengan . =

Peraturan Gubernur Nomor 823 Tahun 2019 _te'r’iﬁ‘arig

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 103~
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunzan Orgamsasz,_ L
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dmas Tenaga Kerja': SN EEE S B
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan . Barat (Berita . ©

84};

MEMUTUSKAN e R
Menetapken : PERATURAN ~ GUBERNUR TENTANG ~ PENCABUTAN = -

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun: 2019 Nomorf: R

PERATURAN GUBERNUR © NOMOR 72  TAHUN - 2017 ..
TENTANG ~PEMBENTUKAN, SUSUNAN = ORGANISASL, = |
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT”.‘@*-] SEe
PELAKSANA  TEKNIS LATIHAN = KERJA = .ENDU:STRI“_ B

ENTIKONG PROVINSI KALIMANTAN BA‘MT.

Pagal 1

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Fembélﬁ‘tﬁkail 'Suéuﬁaﬁ

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit’ Peiaksema Tekms Latiban o
Kerja Industri Entikong Provinsi Kalimantan Barat (Berita: Daerah Provmsi e

Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 72), dicabut dan dxnyatakan txdak i
berlaku, dengan ketentuan sebagai berkut : :
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1. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja
Industri Entikong Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Pegawai Negeri 3ipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis
Latihan Kerja Industri Entikong Provinsi Kalimantan Barat tetap
melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan

3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralatan dan
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Industri
Entikong Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat,

Ditetapkan di Pontianak
g £ ’ P By
pada tanggal ¢ ; Y e Ty

/GUBERN{}R KALIMANTAN BARAT, &

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ~ {@i




